=

K"ﬁ,.‘

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR i) TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

K engingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2017 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditindaklanjuti
dengan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hu a perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2017.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 No 62, tambahan Lembaran
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
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3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
pembentukan Daerah Kabupaten Ogan Kemering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan IHir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakolan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor Tahun
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan
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a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 95.711.837.735,90

b. Dana Perimbangan Rp.1.076.666.534.899,52

C. Lain Pendapatan yang sah Rp. 190.839.427.104.56
Jumlah Pendapatan Rp. 1.363.217.799.739 08

2. Belanja

1) Belanja Pegawai Rp. 481.380.177.776,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 276.958.590.413,81
3) Belanja Bunga Rp. 0,00
4) Belanja Subsidi Rp. 0,00
5) Belanja Hibah Rp.  11.106.500.000,00
6) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
7) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
8) Belanja Transfer Rp. 239.611.397.297,00
9) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00
10) Belanja Modal Rp. 345.998.047.710,00

Jumlah Belanja Rp. 1.355.054.713.196,81

Surplus/(Defisit) Rp. 8.163.086.543,17

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 23.529.908.937,94
b. Pengeluaran Rp. 798.722.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 22.731.186.937,94

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 30.894.273.481,11

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Ogan Ilir ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebaga%'mana d@mnal.csud dalam Pasal
3 tercantum dalam laporan II Peraturan Bupati Ogan Ilir ini.

Pasal 5

i i Pasal 4 merupakan
i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (_ian l 4
Itgzgilsxlf?ang tidgak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Ilir ini.




Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan peneémpatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2g A%Mehq 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 28 A.%usmj 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 5>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB OGAN ILI

DHy(UNIR, SH., M. Si
embina Tk. I (IV/Db)
NIP.19631111 198503 1 007




